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Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, Pemohon | adalah berprofesi sebagai
Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Pemohon Il adalah
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

Bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 39/2008), sehingga
Mahkamah berwenang permohonan a quo.

Bahwa mengenai kedudukan hukum para Pemohon, setelah dicermati kedudukan
hukum para Pemohon berkaitan dengan pokok permohonan, untuk itu Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dimaksud bersama-sama dengan
pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas beralasan atau tidaknya permohonan a quo,
para Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan
konstitusional tersebut, Pasal 10 UU 39/2008 pernah diajukan pengujiannya kepada
Mahkamah dalam Perkara Nomor 79/PUU-1X/2011 dan telah diputus pada tanggal 5 Juni
2012. Oleh karena telah pernah diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih
dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria
sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan
pengujian kembali.

Bahwa dalam permohonan Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 dasar pengujiannya
adalah Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sementara dasar pengujian dalam
permohonan a quo adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945. Selanjutnya, alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 79/PUU-
IX/2011 adalah mengenai keberadaan dan keberlakuan Pasal 10 UU 39/2008 beserta
penjelasannya yang menutup hak warga negara Indonesia yang bukan pejabat karir atau
PNS untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya



menjadi wakil menteri, sementara alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah
penegakan konstitusionalisme berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013 dan Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 1-2/PUU-
XIl/2014. Bahwa adanya perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam
permohonan Perkara Nomor 79/PUU-1X/2011 dengan permohonan a quo, terlepas secara
substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal
permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dapat diajukan kembali.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama alasan-alasan permohonan,
para Pemohon menyatakan pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.12] Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tidaklah keliru (vide permohonan halaman 14,
poin 8). Namun, para Pemohon menafsirkan bahwa jika mengacu pada pendapat
Mahkamah di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya maka Pasal 10 UU
39/2008 bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon
tidak konsisten. Di satu sisi, para Pemohon mengakui dan membenarkan pertimbangan
hukum Mahkamah terhadap norma yang diujikan, sedangkan di sisi lain para Pemohon
meminta Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pertimbangan hukum tersebut
karena adanya pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/PUU-XI1/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pada Paragraf [3.12.5], halaman 58, yang
mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-
2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, Paragraf [3.20] alinea kedua.

Menurut Mahkamah tidak ada pertentangan dengan pertimbangan Mahkamah dalam
putusan Nomor 79/PUU-1X/2011 khususnya Paragraf [3.12.2] dan Paragraf [3.13] yang pada
pokoknya menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan negara sebagaimana
termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, meskipun suatu lembaga negara
tidak secara tegas tercantum dalam UUD 1945, hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena pengangkatan wakil menteri boleh
dilakukan oleh Presiden terlepas dari soal diatur atau tidak diatur di dalam UU 39/2008,
sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD 1945 [vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945].

Mahkamah menegaskan bahwa persoalan konstitusionalitas norma Pasal 10
UU 39/2008 telah selesai dan tidak terdapat alasan baru yang dapat mengubah pendirian
Mahkamah dimaksud. Oleh karena itu terhadap dalil-dalil para Pemohon yang berkenaan
dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 39/2008 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang
dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil
menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris
atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil
menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena
pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden
sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri
haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan
kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang
berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula
bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada
beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai
alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

Bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan di atas dan sebelum sampai
pada kesimpulan berkenaan dengan permohonan a quo, terlebih dahulu Mahkamah
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum para
Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung alasan kerugian
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konstitusional Pemohon | sebagai warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai
Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), khususnya bukti-bukti yang
berkaitan dengan kajian atau kegiatan yang telah dilakukan berkenaan langsung dengan
jabatan menteri dan/atau wakil menteri sebagai bagian dari kajian konstitusi. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah Pemohon | tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan
a quo. Sementara itu, Pemohon Il sebagai aktivis mahasiswa maupun sebagai pemilih dalam
pemilu, tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya
norma Pasal 10 UU 39/2008, sehingga tidak diperoleh adanya hubungan kausalitas antara
anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon Il dengan norma yang dimohonkan
pengujian, baik secara aktual maupun potensial. Oleh karena itu, menurut Mahkamah
Pemohon Il juga tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun
para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal
10 UU 39/2008, quod non, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum
untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima.



